
 

 
 

 

BUPATI  MEMPAWAH 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 
 

PERATURAN  DAERAH KABUPATEN  MEMPAWAH 

NOMOR   2  TAHUN 2015 
 

TENTANG 
 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2015-2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

BUPATI MEMPAWAH, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan 
daerah dibidang pembangunan, diperlukan perencanaan 
pembangunan jangka menengah sebagai arah dan prioritas 

pembangunan secara menyeluruh dan bertahap; 
 

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 264 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah  mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah; 

 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Mempawah Tahun 2015-2019. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 

 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

 



 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun  2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun  2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4817); 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten 

Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia       

Nomor 5556); 
 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah; 

 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 
 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 

2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 
Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran 

Daerah Tahun 2010 Nomor 1); 
 

 

 
 

 

 



 

Dengan Persetujuan Bersama  
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
 

dan  
 

BUPATI MEMPAWAH  
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN 
MEMPAWAH TAHUN 2015-2019 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Mempawah. 

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mempawah 
Tahun 2015-2019, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen 

perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang 
merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Bupati dengan 

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah 
serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 
Nasional. 

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, 
merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) 
tahun. 

 
BAB II 

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 

Pasal 2 

 

(1) Program Pembangunan Daerah periode 2015-2019 dilaksanakan sesuai 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

 
(2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dengan sistematika sebagai berikut : 

 
BAB I :  Pendahuluan 
BAB II :  Gambaran Umum Kondisi Daerah  

BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta       
Kerangka Pendanaan 

BAB IV :  Analisis Isu-Isu Strategis 
BAB V :  Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran 
BAB VI :  Strategi Dan Arah Kebijakan 



 

BAB VII :  Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah 
BAB VIII :  Indikasi Rencana Program Prioritas 

BAB IX 
BAB X 

: 
: 

 Penetapan Indikator Kinerja Daerah 
 Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan 
 

 



 

Pasal 3 
 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
Pasal 4 

 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi 
daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, 
baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh 

dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada rencana 
kerja pemerintah. 

 

Pasal 5 
 

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk 
menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati pada 
tahun terakhir masa jabatannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama masa jabatan Bupati 
berikutnya. 

 
(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun pertama masa jabatan 
Bupati berikutnya. 

 

 
BAB III 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 6 

 

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

 
 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

 

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah 
ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. 

 
 

Pasal 8 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 



 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Mempawah. 
 
 

 
Ditetapkan di           Mempawah 
pada tanggal         19 - 3 -  2015 

 
 

BUPATI  MEMPAWAH, 
 

ttd 
 
 

 

RIA NORSAN 
 
Diundangkan di Mempawah 

pada tanggal 19-3-2015 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH 

          ttd 
 

MOCHRIZAL 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2015 NOMOR 2 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah, 

   Kepala Bagian Hukum  
 
 

 
       JULI SURYADI B 

 
 
 

 
Diundangkan di Mempawah



 

PENJELASAN 

 
ATAS 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH 

NOMOR   2  TAHUN 2015 

TENTANG 

RENCANA  PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 

KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2015-2019 
 
 

I. PENJELASAN UMUM 

Pemberian otonomi luas kepada daerah sesuai amanat Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diarahkan 

untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dengan 
harapan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip 

demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan dan kekhususan serta 
potensi daerah. 

Dalam rangka mencapai arah dan harapan tersebut, diperlukan 

perencanaan pembangunan daerah yang menyeluruh dan dapat 
dilaksanakan secara bertahap. 

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nsional, rencana pembangunan meliputi: 
Rencana Jangka Panjang (20 tahun), Rencana Jangka Menengah (5 tahun) 

dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. 

 

II.PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 
 Cukup jelas 
Pasal 2 

 Cukup jelas 
Pasal 3 

 Cukup jelas 
Pasal 4 

 Cukup jelas 

Pasal 5 
 ayat (1) 
  Cukup jelas 

 ayat (2) 
Bupati terpilih berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas 

untuk menyempurnakan RKPD dan APBD pada tahun pertama 
masa jabatannya melalui mekanisme perubahan APBD 

Pasal 6 

 Cukup jelas 
Pasal 7 
 Cukup jelas 

Pasal 8 
 Cukup jelas 

 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR.. 


